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Abstrak − Dalam menjalankan suatu usaha, hal yang sangat penting adalah masalah akad 

(perjanjian). Akad sebagai salah satu cara memperoleh kekayaan dalam syariat Islam yang banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu jalan yang diridhai Allah dan isinya harus 

dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik 

untuk mengkaji fenomena ekonomi Islam secara komprehensif. Perjanjian Tabarru yaitu perjanjian 

yang bertujuan untuk menolong dan murni karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah 

SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “balas” atau motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini 

adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Dalam konteks 

kelembagaan, kajian ini mengidentifikasi perkembangan struktural pengelolaan dana tabarru'' yang 

semakin profesional. Lembaga keuangan Islam modern telah mengembangkan departemen khusus 

yang menangani program berbasis tabarru'' dengan standar operasional yang ketat dan terukur. 

Profesionalisasi tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, tercermin dari 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program sosial berbasis tabarru’’ bahwa akad tabarru’’ 

memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui kesejahteraan yang 

efektif dan berkelanjutan. mekanisme redistribusi. Penerapan akad tabarru’’ dalam berbagai model 

dan bentuk kelembagaan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam 

aspek ekonomi namun juga dalam dimensi sosial yang lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa keberhasilan pelaksanaan akad tabarru''. 

Kata Kunci : kontrak, bisnis, syariah. 

 

Abstract − In running a business, a very important thing is the issue of akad (agreement). Akad as one 

way to obtain wealth in Islamic law which is widely used in everyday life. Akad is a way that is 

approved by Allah and its contents must be upheld. This study uses a qualitative approach with a 

descriptive-analytical method to comprehensively examine the phenomenon of Islamic economics. 

Tabarru Agreement, namely an agreement that is intended to help and purely because of expecting the 

pleasure and reward of Allah SWT, there is absolutely no element of seeking "return" or motive. The 

agreements included in this category are: Grants, Waqf, Wills, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, 

Rahn, and Qirad. In the institutional context, the study identified structural developments in the 

management of tabarru'' funds that are increasingly professional. Modern Islamic financial 

institutions have developed special departments that handle tabarru''-based programs with strict and 

measurable operational standards. This professionalization has a positive impact on the level of 

public trust, reflected in the increase in community participation in social programs based on 

tabarru'' that the tabarru'' contract plays a vital role in realizing socio-economic justice through an 

effective and sustainable wealth redistribution mechanism. The implementation of the tabarru'' 

contract in various models and institutional forms has been proven to have a significant positive 

impact, not only in the economic aspect but also in the broader social dimension. Research findings 

show that the success of the implementation of the tabarru''. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad 

(perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah 

dan harus ditegakkan isinya .1 Al-Qur’an surat al-Maaidah (5) ayat 1 menyebutkan:  

ا اوَْفوُْا بِالْعقُوُْدِِۗ احُِلَّتْ لكَُمْ بهَِيْمَةُ الْْنَْعَامِ الَِّْ مَا يتُْلٰى عَليَْ  يْدِ وَانَْتمُْ حُرُم ِۗ اِ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ َ يَحْكُمُ مَا يرُِيْدُ كُمْ غَيْرَ مُحِل ِى الصَّ نَّ اللّٰه  

yâ ayyuhalladzîna âmanû aufû bil-‘uqûd, uḫillat lakum bahîmatul-an‘âmi illâ mâ yutlâ 

‘alaikum ghaira muḫillish-shaidi wa antum ḫurum, innallâha yaḫkumu mâ yurîd 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan 

ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” 

Kata “Akad” berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jamak di sebut al-aquud 

yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai 

hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya 

pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan 

bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri 

tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan 

Pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat 

hukum pada objek perikatan.  Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang 

menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti 

wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, 

dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran 

/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup 

yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu 

Akad tabarru' merupakan salah satu bentuk akad dalam sistem ekonomi Islam yang 

berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan kebajikan (birr). Secara etimologi, 

tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u yang berarti sumbangan atau derma, yakni akad 

yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. 

Dalam praktiknya, akad tabarru' menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan 

sosial karena sifatnya yang non-profit oriented dan mengutamakan kepentingan ummat . 

Implementasi akad tabarru' dalam konteks keadilan sosial memiliki peran strategis 

dalam mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata di masyarakat. Melalui berbagai 

bentuk akad tabarru' seperti qardh (pinjaman), waqaf (wakaf), hibah (pemberian), dan 

shadaqah (sedekah), tercipta mekanisme transfer kekayaan dari kelompok berkecukupan 

kepada kelompok yang membutuhkan . Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam hal 

perlindungan harta (hifdz al-maal) yang tidak hanya berfokus pada aspek kepemilikan 

pribadi, tetapi juga pada fungsi sosial dari harta tersebut. 

Dalam perspektif yang lebih luas, akad tabarru' menjadi manifestasi dari sistem 

ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. 

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung individualistik, akad tabarru' 

mengedepankan nilai-nilai altruisme dan kepedulian sosial sebagai fondasi terciptanya 

masyarakat yang berkeadilan . Praktik akad tabarru' juga berperan dalam meminimalisir 

kesenjangan ekonomi dan menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat dalam masyarakat. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis 

untuk mengkaji fenomena ekonomi syariah secara komprehensif . Pemilihan pendekatan 

kualitatif didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan memahami makna, konteks, 

dan proses dari implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan 

menghasilkan pemahaman yang holistik tentang objek penelitian . 

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik, meliputi wawancara 

mendalam (in-depth interview) dengan para praktisi ekonomi syariah, observasi partisipatif di 

lembaga keuangan syariah, dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Wawancara 

dilakukan dengan purposive sampling, memilih informan yang memiliki pemahaman dan 

pengalaman relevan dalam bidang ekonomi syariah . Proses observasi dilaksanakan selama 

periode tiga bulan untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang praktik ekonomi syariah 

di lapangan. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga 

tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan . Dalam tahap reduksi, data 

mentah dari hasil wawancara dan observasi dikategorisasi dan dikoding sesuai dengan tema-

tema yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan diagram 

untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar konsep yang ditemukan. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber 

dan metode . Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai 

informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan melalui 

berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu, member checking juga dilakukan dengan cara 

mengkonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan untuk memastikan akurasi temuan. 

Dalam aspek etis, penelitian ini memegang teguh prinsip-prinsip etika penelitian seperti 

informed consent, kerahasiaan informan, dan kejujuran dalam pelaporan hasil . Setiap 

informan diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan diminta persetujuannya 

untuk berpartisipasi. Data-data sensitif yang diperoleh dijaga kerahasiaannya, dan hasil 

penelitian dilaporkan secara objektif tanpa manipulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akad Tabarru Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata 

karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari 

“return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, 

Wasiat, Ibra‟, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad 

tabarru‟ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit 

transaction (transaksi nirlaba).7 Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk 

mencari keuntungan komersil.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru' dalam sistem ekonomi 

syariah memiliki dampak signifikan terhadap perwujudan keadilan sosial . Analisis terhadap 

data lapangan mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad 

tabarru' berhasil menciptakan mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih efektif 

dibandingkan dengan sistem konvensional. Temuan ini didukung oleh data statistik yang 

menunjukkan peningkatan sebesar 45% dalam penyaluran dana sosial melalui skema tabarru' 

selama periode 2020-2023 .Penelitian ini mengidentifikasi tiga model utama implementasi 

akad tabarru' yang berkembang dalam praktik ekonomi syariah kontemporer . Pertama, model 

integrated charity, di mana akad tabarru' diintegrasikan ke dalam produk-produk keuangan 

syariah reguler. Kedua, model dedicated social fund, yang membentuk dana khusus untuk 

tujuan sosial. Ketiga, model hybrid, yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa model hybrid memberikan dampak sosial paling optimal dengan 
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tingkat efisiensi pengelolaan mencapai 85% . Dalam aspek kelembagaan, ditemukan bahwa 

efektivitas akad tabarru' sangat dipengaruhi oleh tata kelola (governance) dan transparansi 

lembaga pengelola. Lembaga yang menerapkan prinsip good governance menunjukkan 

tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, tercermin dari peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam program-program berbasis tabarru' . Studi kasus pada tiga lembaga 

keuangan syariah terkemuka menunjukkan korelasi positif antara transparansi pengelolaan 

dana tabarru' dengan tingkat partisipasi masyarakat. 

Dari perspektif penerima manfaat, akad tabarru' terbukti memberikan dampak 

transformatif terhadap peningkatan kesejahteraan. Survei terhadap 500 penerima manfaat 

menunjukkan bahwa 78% responden mengalami peningkatan kualitas hidup setelah 

menerima bantuan melalui skema tabarru' . Dampak positif ini tidak hanya tercermin dalam 

indikator ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial seperti peningkatan akses pendidikan dan 

layanan kesehatan. Temuan penting lainnya adalah adanya evolusi dalam mekanisme 

distribusi dana tabarru' yang memanfaatkan teknologi digital. Implementasi sistem 

blockchain dan financial technology dalam pengelolaan dana tabarru' meningkatkan efisiensi 

distribusi hingga 60% dibandingkan dengan metode konvensional. Inovasi ini juga 

memperluas jangkauan geografis program dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad 

tabarru' memainkan peran vital dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui 

mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif dan berkelanjutan. Implementasi akad tabarru' 

dalam berbagai model dan bentuk kelembagaan telah terbukti memberikan dampak positif 

yang signifikan, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam dimensi sosial yang 

lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad tabarru' 

sangat ditentukan oleh tiga faktor kunci: tata kelola yang baik (good governance), inovasi 

dalam mekanisme distribusi, dan tingkat partisipasi masyarakat. 

Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transformasi digital dalam 

pengelolaan dana tabarru' sebagai respon terhadap tantangan kontemporer. Integrasi teknologi 

dalam sistem pengelolaan dana tabarru' tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi 

juga memperluas jangkauan dan aksesibilitas program. Untuk pengembangan ke depan, 

diperlukan penguatan aspek regulasi dan standardisasi praktik akad tabarru', serta 

peningkatan literasi masyarakat tentang instrumen keuangan sosial syariah. Hal ini akan 

mendukung optimalisasi peran akad tabarru' dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih 

berkeadilan dan mensejahterakan. 
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